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KATA PENGANTAR

Dalam upaya mewujudkan Visi Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan yaitu “Hasil perikanan yang sehat bermutu, aman dan terpercaya” maka Badan
Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menetapkan misi
yaitu :
1. Mewujudkan produk perikanan yang berdaya-saing melalui penjaminan
persyaratan mutu produk hasil perikanan.
2. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya  kelautan  dan perikanan  yang
berkelanjutan melalui pengendalian Hama Penyakit lkan Karantina (HPIK)
dan jenis agen yang dilindungi, dilarang dan dibatasi.
3. Mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maiju,
mandiri melalui pola konsumsi ikan yang bermutu serta budidaya ikan yang
bebas dari hama dan penyakit
Adapun upaya yang dilakukan oleh Balai KIPM Surabaya Il untuk mewujudkan visi, misi
serta sasaran pembangunan tersebut diantaranya dengan menyusun dokumen
perencanaan dalam jangka menengah (Renstra) yang diimplementasikan kedalam
dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). RKT Balai KIPM Surabaya Il Tahun 2025 sebagai
salah satu dokumen perencanaan pembangunan karantina ikan dalam jangka waktu satu tahun
anggaran yang terdiri dari arah kebijakan, target yang direncanakan akan dicapai
KIPM pada tahun anggaran 2025.

Demikian RKT Balai KIPM Surabaya Il Tahun 2025 disusun supaya dapat digunakan

sesuai dengan peruntukannya.

Surabaya, 03 Februari 2025
Kepala Balai KIPM Surabaya Il




BAB |I. PENDAHULUAN

1.1. Tugas dan Peran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara maka, pembangunan BKIPM merupakan bagian dari
suatu kesatuan vyang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kelautan dan
perikanan. Peranan karantina ikan dan pengendalian mutu menjadi ujung tombak
pembangunan usaha kelautan dan perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya
di lini terdepan, sebagai instrumen perlindungan sumberdaya hayati perikanan dan

akses perdagangan bagi produk-produk perikanan.

Peranan strategis karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
diwujudkan dalam melindungi kelestarian sumberdaya perikanan dari ancaman
hama penyakit ikan berbahaya, menjamin kesehatan, mutu dan keamanan hasil
perikanan, serta mengendalikan impor hasil perikanan berbasis scientific barrier
sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan.
Dengan demikian peranan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan
dalam pembangunan kelautan dan perikanan memberikan kontribusi nyata dalam
mewujudkan  hasil perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, memiliki
akseptabilitas yang tinggi di pasar nasional dan internasional serta mendukung
kelestarian sumberdaya perikanan.

Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan mendorong peningkatan
kegiatan perdagangan produk kelautan dan perikanan antar negara maupun
antar area di dalam wilayah Negara Indonesia. Semakin meningkatnya kegiatan
lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya resiko masuk dan
tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahaya serta masuknya hasil perikanan
yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia. Oleh karena itu
BKIPM dituntut untuk mampu, meningkatkan sistem jaminan kesehatan ikan mutu dan keamanan
hasil perikanan yang terpercaya dalam rangka mewujudkan
kawasan perikanan budidaya yang bebas hama penyakit ikan berbahaya serta

terjaminnya hasil perikanan yang aman konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin
meningkatnya arus lalulintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tariff
(tariff barrier) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini
memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti ; Amerika

Serikat, Uni Eropa, Jepang, China, Rusia dan Canada, semakin memperketat



persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan (health,
quality and safety assurance) yang mengacu pada konsepsi Hazard Analysis Critical
Control Point (HACCP) dan prinsip ketertelusuran (fraceability) sebagai instrumen

pengendalian perdagangan.

Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban
melaksanakan isi ketentuan dalam “Agreement of The Application of Sanitary and
Phytosanitari  Measure”  (perjanjian  SPS) yang memuat  ketentuan  tentang
penerapan peraturan-peraturan teknis (khususnya karantina dan keamanan
pangan) guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan.
Konsepsi  Sanitary and Phytosanitary (SPS) Agreement merupakan instrument
pengendalian perdagangan internasional berupa  hambatan teknis (technical
barrier to ftrade)/ hambatan non tariff (non ftariff barrier). Untuk itu pengembangan
sistem jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan harus selaras
dengan persyaratan dan ketentuan internasional sehingga mampu meningkatkan
daya saing hasil perikanan dalam era perdagangan global.
Dengan  demikian peran BKIPM sangat  strategis  dalam kerangka ikut
mendukung terwujudnya Indonesia Penghasil Produk kelautan dan Perikanan
Terbesar dengan menciptakan pelayanan ekspor komoditi perikanan yang lancar,
dan mengendalikan impor komoditi perikanan sehingga meningkatkan

kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.

1.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Tahunan Balai KIPM Surabaya Il Tahun 2025 adalah
untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Balai KIPM Surabaya I
tahun 2025 serta memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh Balai KIPM Surabaya Il
pada tahun 2025.

1.3. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai dalam Rencana Kinerja Tahunan Pembangunan
Balai KIPM Surabaya Il adalah tersedianya Rencana Kinerja Tahunan Balai KIPM Surabaya Il
Tahun Anggaran 2025 sebagai tindak lanjut dari RPJM Balai KIPM Surabaya Il tahun 2025-2029
yang akan dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-
KL) Balai KIPM Surabaya Il Tahun Anggaran 2025 serta memberikan gambaran kinerja yang
akan dicapai oleh Balai KIPM Surabaya Il pada tahun 2025.



BAB Il. RENCANA KINERJA TAHUNAN

2.1. Rencana Strategis
2.1.1. Visi dan Misi

Visi BKIPM ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2025-2029 yaitu untuk mendukung
visi Presiden “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” Mengacu pada Peraturan
Menteri  Kelautan dan  Perikanan Nomor 6  Tahun 2017, sesuai
dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3
(tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025 — 2029, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap
Perekonomian Nasional;

2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui
Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong
peningakatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi,
serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk
perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan
melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah,
pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta

peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

2.1.2. Tujuan Strategis
Visi Presiden 2025-2029 mengusung komitmen "Bersama Indonesia Maju, Menuju
Indonesia Emas 2045", yang melanjutkan fondasi yang telah dibangun dan mendorong
Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah. Visi ini mengajak seluruh rakyat
Indonesia untuk bersatu dan berkolaborasi demi meraih tujuan bersama, dan diwujudkan

dalam 8 (delapan) Misi yang dikenal dengan Asta Cita, yaitu:

1. Memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara serta mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru.



3. Meningkatkan lapangan kerja  berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta meningkatkan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam
negeri.

6. Membangun dari desa dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan
kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan
dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat keharmonisan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta
meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil
dan makmur.

Asta Cita, yang terdiri dari delapan misi strategis ini, menjadi pedoman utama dalam

membangun kesejahteraan dan kemandirian bangsa Indonesia. Misi-misi tersebut tidak

hanya bertujuan memperkuat sistem pertahanan negara, tetapi juga mendorong
kemandirian dalam sektor-sektor vital, mulai dari ketahanan pangan, energi, hingga
ekonomi biru yang sangat berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Dalam konteks ini,

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memegang peranan yang sangat penting

dalam menjalankan misi-misi tersebut, terutama yang berfokus pada peningkatan

ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya laut, dan pengembangan ekonomi berbasis
kelautan. Mandat KKP dalam Asta Cita jelas tercermin pada Misi 2 hingga Misi 8, yang
secara khusus mendorong KKP untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan

kualitas SDM, dan mengelola ekonomi biru secara berkelanjutan.

2.2. Arah Kebijakan

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
(BPPMHKP) memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengawasi mutu serta
keamanan hasil kelautan dan perikanan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden No.
193, tugas utama BPPMHKP mencakup penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan
pengendalian dan pengawasan mutu, serta evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan
tersebut. Selain itu, BPPMHKP juga bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi
administrasi dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sektor kelautan dan
perikanan di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dengan memperhatikan

kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan.



2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
2.3.1. Sasaran Staretegis

Sasaran strategis berdasarkan tujuan yang akan dicapai oleh Badan
Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan seiring dengan
implementasi  kinerja  berdasarkan  Balaced  Scorecard (BSC) dalam rangka
mewujudkan visi pembangunan BKIPM tersebut dibagi dalam tiga prespektif

antara lain :
SS1. Industrialisasi KP yang berdaya saing

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan industrialisasi perikanan yang
bernilai tambah dan berdaya saing adalah standardisasi dan sertifikasi kesehatan ikan,
mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan indikator persentase ikan dan hasil
perikanan ekspor, impor dan antar area yang memenuhi persyaratan mutu dan bebas
dari hama dan penyakit ikan karantina dari 90% pada tahun 2025 menjadi 100% pada
tahun 2029.

SS2. Sumber Daya kelautan yang Berkelanjutan

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam tujuan sumber daya kelautan
yang berkelanjutan adalah pengawasan lalu lintas ikan, produk perikanan
impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi, dan lartas dalam
rangka mendukung fungsi BKIPM sebagai salah satu komponen CIQS di pintu-pintu
pemasukan dan pengeluaran dan di perbatasan, dengan indikator:

a. persentase tindak lanjut dari temuan pelanggaran perkantinaan ikan, mutu,
keamanan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan, 95%

b. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan, dari 70% pada tahun
2025 menjadi 90% pada tahun 2029.

SS3.Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan tata kelolapemerintahan yang baik yaitu
meliputi indeks profesionalitas ASN, penilaian mandiri SAKIP, nilai rekonsiliasi kinerja UPT,
menerapkan inovasi pelayanan publik, nilai IKPA, nilai kinerja anggaran dan persentase

rekomendasi hasil pengawasan yang manfaatkan untuk perbaikan kinerja.

2.3.2. Indikator Kinerja

Indikator  kinerja merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan yang akan
dicapai dalam pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan
hasil perikanan pada tahun anggaran 2024. Indikator kinerja BKIPM seiring dengan
implementasi kinerja berdasarkan Balaced Scorecard (BSC) pada tahun anggaran
2025 adalah sebagai berikut :



Tabel 1. Indikator Kinerja Program Balai KIPM Surabaya Il tahun 2025

SK.1 Terselenggaranya Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan
Pengendalian dan 1 Sektor Produksi Primer yang Memenuhi 70
Pengawasan Mutu Hasil Standar Mutu dan Keamanan Pangan
Kelautan dan Perikanan Lingkup Balai KIPM Surabaya Il (%)

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan
Sektor Produksi Pasca Panen yang
Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan

Pangan Lingkup Balai KIPM Surabaya Il (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan
memenuhi syarat mutu dan diterima oleh
negara tujuan ekspor lingkup Balai KIPM
Surabaya Il (%)

SK.3 Tata Kelola Pemerintahan 4 Persentase Penyelesaian Temuan BPK 100
yang efektif, lincah dan " | lingkup Balai KIPM Surabaya Il (%)

akuntabel dalam bidang Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai

: 5. 87
Pengendalian dan KIPM Surabaya Il (Indeks)

Pengawasan Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan

6. | yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja 85
lingkup Balai KIPM Surabaya Il (%)

Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Balai
KIPM Surabaya Il (Nilai)

Dalam mewujudkan target indikator kinerja utama tersebut maka akan dicapai
melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh satuan kerja pusat, UPT dan
Dekonstrasi. Adapun kegiatan dalam program pengembangan karantina ikan,

pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Penerapan Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati
lkan
Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
Pengendalian  Sistem Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan  hasil
perikanan

4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
BKIPM



Pengembangan dan pembinaan perkarantinaan ikan dilaksanakan dalam
rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan perkarantinaan ikan sesuai standard
dan perkembangan iptek. Penyelenggaraan jaminan kesehatan ikan melalui
sertifikasi kesehatan ikan semakin penting antara lain seiring dengan meningkatnya
pemafaatan sumberdaya perikanan yang diikuti oleng meningkatnya lalu lintas hasil
perikanan baik ekspor maupun domestic. Jaminan kesehatan ikan diharapkan
dapat mendukung peningkatan produksi dan daya saing produk hasil perikanan
serta mendukung upaya perlindungan kelestarian sumberdaya perikanan dari
ancaman penyebaran HPI/HPIK.

Kegiatan pengembangan  sistem  jaminan mutu  dan keamanan hasil
perikanan diwujudkan dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan
(quality and safety assurance) hasil perikanan untuk meningkatkan daya saing
produk perikanan di pasar nasional dan internasional. Produk perikanan yang
berdaya saing tinggi akan meningkatkan akseptabilitas produk perikanan indonesia
pada pasar nasional dan internasional sehingga tingkat penolakan ekspor produk
hasil perikanan oleh negara tujuan menjadi kecil.
Dalam rangka pemantapan sistem jaminan mutu  dan keamanan hasil
perikanan perlu dilakukan pengawasan mutu secara konsisten dan
berkesinambungan. Pengawasan mutu tersebut harus dilakukan sejak ikan
ditangkap, didaratkan diatas kapal, ditambak sampai produk tersebut dikonsumsi
oleh manusia. Adanya residu antibiotic pada udang tambak, tingginya kandungan
logam berat dan histamine pada ikan tuna dan terdapatnya Malachite green pada
produk perikanan budidaya merupakan isu yang menghambat dan sekaligus
tantangan bagi kelancaran eksport produk perikanan Indonesia.

Kegiatan pengembangan sistem manajemen mutu di karantina ikan, mutu
dan keamanan hasil perikanan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jumlah
unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Karantina lkan, Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan  sehingga sasaran dari  pelaksanaan program
pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan
akan tercapai. Kegiatan ini didasari oleh persyaratan Negara mitra dagang seperti
Uni Eropa, Kanada, Korea, China, Rusia dan Negara importer lainnya
mempersyaratkan penerapan prinsip kemampuan tertelusur (traceability) dimana
hasil perikanan tersebut dapat dilacak/ditelusuri sejak pada tahap produksi, selama
penanganan, pengolahan dan distribusinya.



2.4. Rencana Kerja dan Anggaran Balai KIPM Surabaya Il

Rencana kerja dan anggaran Balai KIPM Surabaya Il tahun 2025 diarahkan untuk
mencapai target-target kinerja pembangunan karantina ikan pengendalian mutu dan
keamanan hasil perikanan yang sudah ditargetkan dan pelaksanaan program
inovativ serta rencana kerja Balai KIPM Surabaya Il dalam mendukung visi Kementerian
Kelautandan Perikanan. Alokasi anggaran pembangunan karantina ikan, pengendalian
mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp.
23.801.197.000,-.  Alokasi anggaran  tersebut belum  sepenuhnya  mencukupi
kebutuhan pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil

perikanan.

Strategi kebijakan anggaran yang diterapkan oleh Balai KIPM Surabaya Il untuk
mewujudkan target-target kinerja tersebut diantaranya dengan mereviu dan rekofusing kembali
kegiatan-kegiatan prioritas sehingga alokasi anggaran yang tersedia dapat efektif,
efisien dan akuntabel. Alokasi anggaran per kegiatan pada program karantina ikan,
pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 sebagai
berikut.

Tabel 2. Berdasarkan Jenis Belanja Balai KIPM Surabaya I

Jenis Belanja Pagu %
1 Belanja Pegawai 14,722,997,000,- 61,86
2 Belanja Barang 9,078,200,000,- 38,14
3 Belanja Modal - -
TOTAL 23.801.197.000,- 100

Tabel 3. Berdasarkan per Kegiatan pada Program Balai KIPM Surabaya Il

No Kegiatan Pagu %
1 Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM 22,954,197,000,- 96,44
2 Pengendalian Mutu 650,000,000,- 2,73
3 Manajemen Mutu 197,000,000,- 0,83
TOTAL 23.801.197.000,- 100




BAB IlIl. PENUTUP

Program kerja Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan pada TA 2025 diimplementasikan dalam rangka penerapan kinerja
berbasis balanced scorecard (BSC) yang dilakukan oleh Kementerian kelautan dan
perikanan. Pelaksanaan program KIPM ditujukan dalam rangka mewujudkan
sasaran strategis antara lain :
1. Meningkatnya kemakmuran masyakarat KP
2. Terwujudnya kepatuhan pelaku wusaha kelautan dan perikanan dalam
ekspor,impor dan antar area
3. Terwujudnya pencegahan penyebaran HPIK, pengendalian mutu dan
keamanan hayati ikan yang partisipatif, bertanggungjawab, dan
berkelanjutan
4. Tersedianya kebijakan pembangunan yang efektif
5. Terselenggaranya  sistem perkarantiaan, mutu dan keamanan hayati
ikan yang sesuai standar
6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem
perkarantinaan, mutu dan keamanan hayati ikan secara profesional
dan partisipatif
7. Terwujudnya aparatur sipil negara BKIPM yang kompeten, profesional
dan berintegritas
8. Tersedianya manajemen pengetahuan BKIPM yang handal dan
mudah diakses
9. Terwujudnya birokrasi BKIPM vyang efektif, efisien, dan  berorientasi
pada layanan prima
10. Terkelolanya anggaran pembangunan BKIPM secara efisien dan
akuntabel
Total rencana alokasi anggaran pembangunan Balai KIPM Surabaya Il pada Tahun Anggaran
2025 sebesar Rp. 23.801.197.000,-. Alokasi anggaran tersebut terdiri dari:

1. Belanja pegawai dan Operasional perkantoran sebesar Rp.
14.722.997.000,-

2. Dukungan manajemen sebesar Rp. 8.231.200.000,-

3. Prioritas (stakeholder dan penambahan asset) sebesar Rp. 847.000.000,-

Demikian Rencana Kerja Badan Karantina lkan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan TA 2025 dalam mewujudkan “Hasil perikanan yang sehat bermutu,

aman konsumsi dan terpercaya’.



